Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia
yang paling utama dan pemenuhannya merupakan
tanggung jawab negara dan merupakan bagian dari hak
asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai
komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya
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manusia yang berkualitas;

b. bahwa dalam rangka pencapaian target pangan dan gizi
serta mendukung peningkatan sumber daya manusia dan
pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Daerah, perlu
ditetapkan pedoman pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

Pangan dan Gizi;

c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden
Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan
dan Gizi, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten
ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan serta

kewenangan masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Lampung

Selatan Tahun 2025-2029.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor. 227, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5360);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6887);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6955);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

PANGAN DAN GIZI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

&

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.

. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelanggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan
air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan
tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan
makanan atau minuman.



8. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdin atas
karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen
lain vang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia

0. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG
adalah rencana aksi tingkat Daerah berisi program serta kegiatan di badfmg
pangan dan gizi gana mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

dan berdaya saing.
BAB I

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizj
dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun‘ 2025
sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, dan

program serta kegiatan.
Pasal 3

(1) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. BAB I pendahuluan, antara lain:

1. latar belakang;
2. kedudukan RAD-PG dalam kebijakan pembangunan daerah;
3. tujuan penyusunan; dan
4, dasar hukum penyusunan.
b. BAB III rencana aksi pangan dan gizi, antara lain:
1. situasi saat ini; dan
2. tantangan.
c. BAB II analisis situasi, antara lain:

tujuan dan sasaran;

ruang lingkup;

penguatan rencana aksi pangan dan gizi;

respon kebijakan pangan dan gizi pada saat tanggap darurat;

. pengarusutamaan gender dalam rencana aksi pangan dan gizi;

d. BAB IV pelaksanaan rencana aksi, antara lain:

1. strategi dan aksi;
2. pengorganisasian;
3. peran sektor non-pemerintah; dan
4. pembiayaan.
e. BAB V pemantauan, evaluasi dan pelaporan, antara lain:
1. pemantauan dan evaluasi; dan
2. pelaporan.
f. BAB VI penutup.

u AN

Pasal 4

(1) RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung
Selatan untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan
lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti.
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PEMANTAUAN DAN EVALLIAK
Manal b

(N Pemenntah Dacrah meladonlan prmantanan dan evaluasl pelaksaiona

RAD QY
() Tata cara pemantouan dan evaluasi pelabsanann BAL PG sebingaimnns

dimaksud pada ayat (1) sesual dengan ketentunn peraturan perandang
undangan

HAR IV
KETENTUAN PIENUTUP
Pasnl 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggnl diundanghan

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahlan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal @ Ul 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan Di Kalianda
pada tanggal 8 e
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

SUPRIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 220



